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BAB I : PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Penelitian
Pembangunan nasional merupakan  kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk melakukan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar, dan salah satu sumber dari pendanaan tersebut adalah penerimaan dalam negeri.
Salah satu penerimaan dalam negeri yang mempunyai peranan besar dalam pendanaan pembangunan adalah penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Akan tetapi bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang paling diunggulkan, dikarenakan dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak, dan tidak sadar akan pentingnya pajak. Itu bisa disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pembayaran pajak atau karena masyarakat masih merasa keberatan mengeluarkan uang untuk membayar pajak. 
Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama dan sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Berbagai jenis pajak yang berlaku sekarang ini adalah hasil perubahan sistem Perpajakkan Nasional, dimana salah satunya tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku saat ini adalah sebagai hasil pembaharuan sistem perpajakan nasional, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam perjalanannya ketentuan tersebut telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1995. Undang-undang tersebut dilengkapi dan didukung oleh Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Mentri Keuangan, Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak, dan Surat-surat edaran Direktorat Jendral Pajak lainnya.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersumber atau yang objek pajaknya dari bumi dan atau bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang potensial karena dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sekarang ini maka kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) dan juga tempat-tempat usaha dipastikan akan meningkat pula, dengan demikian penerimaan Negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mengalami peningkatan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara (Pajak Pusat), dimana hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ini dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Biaya Pemungutan. Hal ini ditunjukan atas Data Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tabel 1.1 dibawah ini :
	1) Pemerintah Pusat
	10% 

	2) Biaya Pemungutan
	9%

	3) Pemerintah Daerah :
a) Pemerintah Provinsi
b) Pemerintah Kabupaten/Kota
	

	c) 
	16.2%

	d) 
	64.8%



Tabel 1.1

Dasar pengenaan pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), NJOP adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, apabila tidak terjadi transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru (NJOP pengganti). Besarnya NJOP ditentukan setiap 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Mentri Keuangan, atau bisa juga ditetapkan setiap tahun dengan melihat perkembangan daerahnya. Tahun yang digunakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tahun takwim, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Untuk menentukan saat pajak terutang adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Sedangkan tempat pajak terutang adalah di wilayah Kabupaten/Kota dimana objek pajak itu berada.
Menurut Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Bandung Cibeunying, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang tercantum dalam APBN, maka dari itu besar / jumlah penerimaan PBB setiap tahunnya di targetkan, yang proses awalnya yaitu setiap tahun disusun RAPBN oleh pemerintah untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPR, sehingga untuk menyusun RAPBN tersebut pemerintah harus menentukan sumber-sumber penerimaan negara termasuk didalamnya PBB dan besaran target penerimaan PBB tersebut selanjutnya akan dicantumkan dalam RAPBN dalam pos penerimaan.  Target penerimaan PBB bersifat top down yaitu ditentukan dari target nasional terlebih dahulu kemudian di break down yaitu menjadi target penerimaan per Kanwil. Baru di level kanwil dibahas penerimaan untuk setiap kantor pelayanan, dengan memperhatikan besarnya potensi penerimaan untuk setiap wilayah kerja kantor pelayanan yang diantaranya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam menentukan besarnya jumlah rencana penerimaan Negara sektor PBB, Kanwil berpatokan pada banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Selanjutnya menurut Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Bandung Cibeunying, di wilayah KPP Pratama Bandung Cibeunying masih terdapat wilayah / subjek pajak yang belum tercantum (tidak mendaftarkan objek pajak) sebagai Wajib pajak PBB, tetapi dengan persentase yang sangat kecil, karena merupakan wilayah perkotaan yang sudah padat penduduk, berbeda dengan daerah-daerah pedesaan (bukan kota) yang masih jarang penduduknya dan kemungkinan persentasenya lebih besar. 
Di KPP Pratama Cibeunying, jumlah Rencana Penerimaan PBB yang di tergetkan Kanwil tidak selalu terealisasi, hal ini dapat dilihat dari data tabel Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PBB di KPP Cibeunying dibawah ini : 
Tabel 1.2
	RENCANA PENERIMAAN DAN REALISASI PENERIMAAN PBBTAHUN 2008
DI KPP PRATAMA CIBEUNYING

	
TRIWULAN

	JUMLAH

	
	RENCANA
	REALISASI

	TRIWULAN I
	43.024.040.000
	2.248.270.791

	TRIWULAN II
	15.566.214.500
	6.672.159.246

	TRIWULAN III
	26.890.005.000
	26.159.791.110

	TRIWULAN IV
	6.991.406.500
	13.637.071.414

	JUMLAH
	53.780.050.000
	48.65.611.087


Sumber : KPP Pratama Bandung Cibeunying

Dari data tabel diatas dapat dilihat jumlah Rencana Penerimaan dengan Realisasi Penerimaan mengalami selisih sebesar Rp. 5.123.438.913,-. dan dapat dilihat pula bahwa dari triwulan I sampai dengan Triwulan II Rencana Penerimaan PBB tidak terealisasi dan itu menjadi tagihan untuk Triwulan berikutnya. Menurut seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Cibeunying Bandung, salah satu penyebab tidak tercapainya rencana penerimaan PBB disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar PBB terhutangnya tepat waktu, sehingga realisasi penerimaan lebih kecil daripada rencana penerimaannya. Tidak dibayarnya PBB terhutang tepat waktu oleh Wajib Pajak sebagian besar dikarenakan masalah dalam faktor ekonomi yang membelit Wajib Pajak itu, dan selebihnya karena pengajuan keringanan pembayaran PBB (faktor lain).
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Kota Bandung. Maka dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil judul ”Tinjauan atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying”

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah
1.2.1	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan bahwa inti dari fenomena permasalahan diatas adalah :
1. Di wilayah KPP Pratama Cibeunying masih terdapat wilayah dan subjek pajak yang belum tercantum sebagai Wajib pajak PBB, yaitu tidak mendaftarkan objek pajak.
2. Realisasi Penerimaan PBB yang lebih rendah dibanding rencana penerimaan PBB di KPP Pratama Cibeunying pada tahun 2008. 
1.2.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti guna memperoleh batasan penelitian untuk menjawab masalah-masalah tersebut sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB di KPP Pratama Cibeunying
2. Pihak-pihak apa saja yang terkait dalam pemungutan PBB di KPP Pratama Cibeunying.
3. Apa yang menyebabkan masih adanya wilayah / subjek pajak yang belum tercantum (tidak mendaftarkan objek pajak) sebagai Wajib pajak PBB dan bagaimana solusinya?
4. Upaya apa yang dilakukan KPP Pratama Cibeunying dalam mengoptimalkan penerimaan PBB di wilayah kerjanya?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan jika Rencana Penerimaan PBB tidak terealisasi?

1.3	Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat mengikuti Ujian Sidang Diploma III Pendidikan Ahli Madya, Bidang Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Selain itu untuk membandingkan pengetahuan yang penulis dapat dibangku kuliah dengan praktek yang sesungguhnya di lapangan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan PBB di KPP Pratama Cibeunying.
2. Untuk mengetahui Seksi yang terkait dalam pemungutan PBB di KPP Pratama Cibeunying.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya wilayah / subjek pajak yang belum tercantum (tidak mendaftarkan objek pajak) sebagai Wajib pajak PBB dan bagaimana solusinya.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam mengoptimalkan penerimaan PBB.
5. Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying jika Rencana Penerimaan PBB tidak terealisasi.

1.4	Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Praktis
1.	Bagi Instansi (KPP Pratama Bandung Cibeunying)
Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukkan, bahan pertimbangan dan evaluasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi peneliti
Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan mendapat suatu pengalaman dan pengetahuan baru tentang Perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini juga menambah serta mempertajam daya pikir dan memperluas pandangan serta wawasan penulis.
1.4.2	Kegunaan Akademis
1. Bagi Program Studi
Mampu menghasilkan suatu referensi yang berguna bagi lembaga pendidikkan tempat penulis belajar yaitu Universitas Komputer Indonesia.
2. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5	Lokasi dan Waktu Penelitian
1.5.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung di jln. Purnawarman No.21 Bandung.
1.5.2 Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 sampai bulan Maret 2010. Adapaun kegiatan penyusunan penelitian adalah sebagai berikut 
Tabel 1.3
Tabel Penelitian
	No
	Keterangan
	Bulan
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	Des
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